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Perkembangan Ekonomi Terkini, Prospek ke Depan
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PERKEMBANGAN & TANTANGAN
PEREKONOMIAN GLOBAL



Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut

Perkembangan ekonomi global pada 2017 lebih baik dibandingkan dengan proyeksi pada
awal tahun.

WORLD

Advanced Economy (AE)
us
Euro
Japan

Emerging Markets (EM)
China
India

WTV
Oil (USD per barel)*

Commodity Prices (IHEX)
LIBOR 3 bulan

Sumber: Berbagai sumber; *)menggunakan Minas




Pemulihan Lebih Tinggi dari Perkiraan Semula =

Pada tahun-tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi global selalu di revisi ke
bawah, untuk tahun 2017 dan 2018 proyeksi pertumbuhan justru di revisi ke atas.
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Sumber: World Economic Outlook IMF



Ekonomi Global: Lebih Baik Dan Lebih Merata
2017 2018

Pemulihan ekonomi global lebih baik dibanding perkiraan Pertumbuhan AE & Tiongkok tertahan, EM jadi pendorong
AE: PDB tumbuh akseleratif EM: PDB tumbuh membaik AE: akselerasi PDB tertahan EM: perbaikan PDB berlanjut

gi— poB 177, — ppB“17T, fi— B8, ) PDB’18Y,

. . C membaik terbatas . .
= ditopang C&lI ditopang C&X p— rebalancing berlanjut,
— . & | tertahan .

(gradual rebalancing) - mitigasi fin.market

@ PDB ‘17T, @ PDB’18 | ,  poerst,

ditopang C&X PDB ‘174, slack Ial?o_r market & slow
= productivity growth rebound pasca

W dampak temporer -,
PDB ‘17T — At W dampak temporer
. ’ demonetisasi & GST . PDB’18 { , o ety e

ditopang C&X Aging population

Harga = pocan TK ) IHEx Rasar TK _
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- o Normalisasi keb. moneter berlanjut  * Keb. moneter netral
* Normalisasi keb. moneter gradual ~ «  Keb. moneter netral-akomodatif secara gradual o el sl fapedi

* Ruang Fiskal terbatas * Fiskal konsolidatif « Ruang Fiskal masih terbatas




WTV dan Harga Komoditas meningkat

Dampak pemulihan ekonomi dunia ini menyebabkan volume perdagangan dunia meningkat,
yang selanjutnya mendorong peningkatan harga komoditas dunia...

Harga Minyak

(USD/brl)
2016 41
2017 52
2018 55
PERMINTAAN DAN PENAWARAN MINYAK DUNIA PERKEMBANGAN HARGA BATU BARA
bpd bpd
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Sumber: Bloomberg, diolah Sumber: Bloomberg, diolah
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Pertumbuhan Ekonomi Membaik Gradual di 2017 Lo

Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung terutama oleh peningkatan ekspor komoditas
serta akselerasi investasi...

PERTUMBUHAN EKONOMI SIS| PENGELUARAN (% yoy)

Komponen PDB Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga 4 96 4,97 5,07 5,01 4,99 5,01 494 4 95 4,93
?aonn;;;nsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah 062 | 640 6,71 6,64 6,72 ) 805 | 849 | 6.01
Konsumsi Pemerintah 5,32 3,43 6,23 1295 | 405 | 0,15 | 2,68 | -1,93 | 3,46
ENEN 5,01 467 | 4,18 | 4,24 | 480 | 448 | 478 | 535 ( 7,11

Investasi Bangunan 6,11 6,78 5,07 4 96 4,07 5,18 5,87 6,07 6,28

Investasi Nonbangunan 1,95 | -1,20 | 1,70 | 2,16 | 7,07 | 2,45 1,49 | 3,26 | 9,58
Ekspor 2,12 | -3,29 | 2,18 | -5,65 | 4,24 | -1,74 | 8§21 3,36 | 17,27
Impor -6,41 | -5,14 | -3,20 | -3,67 -2,27 15,09

Sumber: BPS (diolah)



Neraca Perdagangan Mencatat Surplus

Sampai dengan November 2017, Neraca Perdagangan mencatat surplus 12,02
miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 8,48 miliar dolar AS...

NERACA PERDAGANGAN
Miliar Dolar AS

3 7 = NonMigas mm Migas = =Total

1‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12 1‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12 1‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11

2015 2016 2017

Sumber: Bank Indonesia



Neraca Transaksi Berjalan : Defisit Terjaga

Defisit Neraca Transaksi Berjalan mengalami perbaikan, jauh lebih rendah dibandingkan
periode tahun 2013-2014.

%
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Peringkat Investasi : Investment Grade oleh Lembaga Pemeringkat Utama

Indonesia telah mendapat peringkat layak investasi dari 3 lembaga pemeringkat utama dunia
Fitch kembali menaikkan peringkat investasi Indonesia

BBB

BBB- MNP

*

Below Investment Grade

(v I <

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Cadangan Devisa Meningkat

v/ Cadangan devisa meningkat pada 2017, cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang
luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional.

v" Pada November 2017, cadangan devisa tercatat sebesar 125, 9 miliar dollar AS

Miliar Dolar AS ; -
i = m Cadangan Devisa e=mBulan Impor dan Pembayaran Utang Pemerintah (skala kanan) Ll
125, [
112,8 =

120 - m m 8,1 Y
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Nilai Tukar : Terbaik ke-2 di Asia setelah Yen Jepang (2016)
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Rupiah Cenderung Stabil Sepanjang Tahun 2017

Rupiah cenderung stabil pada 2017 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari
eksternal pada awal triwulan IV 2017...

PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH
Rupiah per Dollar AS

13700 -

(VVOLATILITAS NILAI TUKAR - PEER GROUP

30 -

B 2016
5 |-} . Ytd
=== Rata-rata Ytd 2017

e JSD/IDR

13600 | = e eMonthly Average

= = oQuarterly Average
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Sumber: Reuters (diolah) Sumber: Reuters, Bloomberg (diolah)

Data s.d 21 Desember 2017 Data s.d 21 Desember 2017



Perkembangan Volume Transaksi Pasar Keuangan

Stabilitas nilai tukar didukung oleh kondisi pasar keuangan yang semakin dalam

Transaksi Pasar Uang Rupiah Transaksi Pasar Valuta Asing

Triliun Rupiah

Juta Dollar

Rp23T
2016 |°° USD 5,0M

2015 Rp22 T

Rasio Transaksi Derivatif terhadap Total Transaksi Valas J )
Volume transaksi pasar uang berkembang dari

rata rata Rp23,6 triliun per hari (2016) menjadi
Rp28,9 triliun per hari (2017).

Volume transaksi pasar valuta asing
berkembang dari USD 5,0 miliar per hari (2016),
menjadi USD 5,5 miliar per hari (2017).

Rasio transaksi derivatif terhadap total
transaksi valas, telah meningkat dari 34%
(2015), 39% (2016) dan pada akhir 2017
mencapai 38%.

Persentase




Kewajiban Penggunaan Rupiah

Stabilitas Rupiah juga didukung penggunaan valas antar residen yang cenderung menurun
pasca kewajiban penggunaan Rupiah

Transaksi Valas Antar Penduduk

TOTAL TRANSAKSI ANTAR RESIDEN DALAM VALAS

juta USD mm TOTAL  =@=Transaksi Barang = =Transaksi Jasa  =@=Unrequited Transfer (a.l.: hibah) =@=lainnya

—

6.500

SRR PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah
4.500
3.500
2.500
1.500

500

-500

2015%) 2016 2017 *)

*) Angka Sementara **)Angka sangat sementara Sumber data : DSta & DPKL as per 12/11/17



Inflasi Terjaga pada Level yang Rendah

Terkendalinya inflasi terutama disumbang oleh rendahnya inflasi volatile food seiring
dukungan pasokan yang memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan oleh Pemerintah, dan
harga pangan global yang rendah...

PERKEMBANGAN INFLASI Nov-17 | mtm | yoy | ytd
IHK 0,20 3,30 2,87
o Int e e R Y.
Adm. Prices 0,21 8,76 7,72
Volatile Foods 0,38 -1,24 -1,71

12 -

8
‘-'
e ““\” I”ll
=R
-1,24

-4 -

1/2/3/4|/5/6/7/8/9/10/11{1212/ 1234|567 8|9/1011/12/ 1|2 3|4 5|6 7 8 9 10|11

2015 2016 2017
I |HK ~ esss|nti Volatile Food e=mAdministered Prices

Sumber: BPS (diolah)




Bl 7 Days Repo Rate

Suku bunga yang cenderung menurun konsisten dengan adanya ruang pelonggaran kebijakan
moneter dengan rendahnya realisasi dan prakiraan inflasi ke depan di dalam kisaran sasaran
yang ditetapkan, serta terkendalinya defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman.

% e=wB| Rate eswDF ess|F «==B| 7DRR

e Bl 7 Days Repo Rate

8,00

8,0 -
7,5 -

7,0 -
6,5 -
6,0

55 -
50 -
4,5 A
4,0 A
3,5 -

3,0



Transmisi Kebijakan Moneter =

Transmisi jalur suku bunga berlanjut dengan suku bunga kredit dan deposito masih turun.
Sementara, kredit tumbuh terbatas...

e
- Total 1 Rp465 T (9.8% yoy)
- Rupiah 1 Rp455 T (11.4% yoy)

A

A\ 4

4 ) a 2 ) ( Pembi n Pasar Keu.)
KEBUAKAN RAlE 93% | Bunga Deposito e
MONETER (Jan’16 - Nov’17) '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ! 186 bps (6,08%) - IPO & Right Issue 1 Rp73,8 T
Jan’16 - Okt'17) - Obligasi (net) 1 Rp939T
OPOP\) L175bps(619% | | | (penerbitan Rp162,7 )
4 Policy Rate _D_DJ:I_ - MTNINCD (nef) 1 Rp18,8 T
Op | 20 bps Bunga Kredit ) (penerbitan Rp40,0 T)
(Jan'16 — Okt'17) Jalur (Jan’16 -Nov'17)* TOTAL (Gross) ~ Rp276,5T
Suku Bunga l138 bps (11’45%) (Nov’16)
69% Jan’16 -Okt'17)* & TOTAL (Gl’oss) Rp222,8 T
+ 1128 bps (11,55%) <

p:
J IHSG 1 12,4% (1 655 poin);
Yield SBN keseluruhan | 146 bps
| 150 bps Jalur Kredit Kredit 73%

(Des’15 —Mar’17) \ 1)
(Nov’16 - Nov’17 (LBU)
\_ J ( 0 - Total 1 Rp320 T (7,5% yoy)
- Rupiah 1 Rp286 T (7,8% yoy)




Pembiayaan Non-Bank Meningkat Sepanjang 2017

Pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan, seperti penerbitan saham, obligasi,
dan medium term notes (MTN), terus tumbuh tinggi hingga mencapai 24,1% (yoy)

pada November 2017...
~IPo.

0 :-I:lIIIIII
_A Triliun Rupiah

2016 2017

Total Pembiayaan Non Bank 3,6 8,8 0,4 55 222.8 0 118,9 9,8 8,7 276,5
Totallo 21,2, 1| S5 e e 19,6 S = (S | 278 7,3 126,8
keuangan

Saham 1,7 396 | 14,1 18,8 38,7 | 10,1 47,5 152 2,4 73,8
o/w Emiten Sektor Keuangan 0,3 10,1 2,3 2,1 10,6 2,3 7,6 1,0 0,5 11,4
Obligasi 16,4 40,1 26,1 20,5 71,8 2341 61,9 41,3 11,1 162,7
o/w Emiten Sektor Keuangan 16,4 27,8 18,2 14,2 57,1 20,0 33,5 221 4,8 88,7
MIN-ang SromreC i 5,5 9,1 | 102 6,4 aoiol (7= 88 1 olo (| 17,4 5,2 40,0
NCD

o/w Emiten Sektor Keuangan ) 7,6 2 3,3 13,8 6,3 6,6 4,7 2,1 26,6

*Kumulatif Januari s.d. November

Sumber: KSEI (diolah)
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Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi 5

Pertumbuhan ekonomi berada dalam lintasan yang meningkat dibarengi dengan stabilitas
makroekonomi yang terjaga...

Inflasi akan tetap terkendali
dalam rentang sasaran inflasi
Bank Indonesia sampai dengan
2022

Pertumbuhan ekonomi domestik
terus meningkat dan dapat
mencapai rentang 5,8-6,2%
pada 2022

5,8-6,2%
Sse'jig/af 5,1-5,5%
0, - (o}
202 ' Sekitar
3,5%
3,0% 3,5+1%
I 3,0+1%

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi
m2016 m2017* = 2018* m m2022*

Sumber: Bank Indonesia
* Proyeksi Bank Indonesia



Intermediasi Perbankan & CAD K

Kinerja intermediasi perbankan diperkirakan membaik, sementara defisit transaksi berjalan
masih akan berada di bawah batas aman...

« DPK pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh sekitar 9% sementara 2018 tumbuh dalam kisaran
9-11%

« Sementara kredit pada 2017 tumbuh sekitar 8% dan akan kembali meningkat pada 2018
menjadi 10-12%

« Defisit transaksi berjalan akan tetap terjaga dalam batas aman di bawah 3% PDB, yaitu <2,0%
PDB pada tahun 2017 dan di kisaran 2,0-2,5% PDB pada tahun 2018

Sekitar

8%
<2,0%
2,0-2,5%
Kredit DPK CAD (% GDP)
m2016 m2017* 2018*

Sumber: Bank Indonesia
* Proyeksi Bank Indonesia



Risiko Jangka Pendek Perekonomian Global =

Di tengah pemulihan yang terjadi, perekonomian global masih menghadapi tantangan jangka
pendek yang perlu diwaspadai...

Normalisasi Kebijakan Moneter Negara Maju Risiko Geopolitik

Terutama kenaikan FFR dan pengurangan aset Ketegangan di Semenanjung Korea &
neraca The Fed yang telah dimulai bulan Timur Tengah
Oktober 2017

Gejala Proteksionisme

Pemulihan Ekonomi Global Tidak Sekuat Perkiraan

Sumber: Bank Indonesia



Risiko Sistem Keuangan Global =

Prospek kesinambungan pertumbuhan ekononomi global juga dihadapkan pada peningkatan
akumulasi kerentanan sistem keuangan global, ditandai peningkatan harga aset pasar keuangan
secara signifikan serta kenaikan leverage dan Debt Service Ratio korporasi non keuangan...

PRICE EARNING RATIO UTANG KORPORASI NON KEUANGAN DAN DSR 2006-2016
% Poin Persentase
10 -
40
35 8 A "
Peningkatan
Tekanan
30 6 | Pembayaran T
-E Hutang
=
25 g 4
=
20 A
=
14,58% =
15 =
10 = o
&
-2
5
0 -4
Tiongkok  Amerika Afrika  Argentina  Brazil Indonesia Poin Persentase
Serikat Selatan -
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
. Perubahan Rasio Hutang terhadap PDB
m Rata-rata 2000-2006 ® Terendah Pasca Krisis Keuangan Global m 2017

Sumber: Bloomberg (diolah) Sumber: Global Financial Stability Report, IMF, Oktober 2017



Tantangan Perekonomian Domestik

Ekonomi domestik belum optimal dalam merespons pemulihan ekonomi global, ditandai
oleh masih terbatasnya peran konsumsi rumah tangga serta pemulihan ekspor yang belum
merata. Selain itu, pertumbuhan kredit juga belum sepenuhnya pulih...

SUMBANGAN KONSUMSI RUMAH TANGGA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI

s Pertumb uban Ekonomi (skala kanand}

Sumbangan Konsumsi RT

3.2 D, WOy I

Sumber: BPS (diolah)



Tantangan Struktural — Sektor Keuangan =

Belum optimalnya pembiayaan domestik yang menyebabkan ketergantungan terhadap luar
negeri dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini ditandai kepemilikan SBN oleh non residen
yang semakin meningkat serta DSR yang tinggi...

POSISI KEPEMILIKAN SBN

Triliun Rp
1.400

1.200 A

1.000 A

800 A

600 -

400 A

200 H

%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Non Residen

Sumber: KPEI (diolah)
*Per September 2017

EEE Residen ==ll==Pangsa Non Residen (skala kanan)

45

40

35

30

25

20

15

10

DEBT SERVICE RATIO INDONESIA

30 1
%

25 - Tier 1

10 A

O T T T T T T T 1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tw

*Annualised 2017*

Tier 1: pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran
bunga atas utang jangka pendek

Sumber: Bank Indonesia



Tantangan Struktural — Distance to Frontier =

Indonesia menghadapi tantangan struktural yang membatasi pertumbuhan ekonomi jangka
menengah panjang...

Distance to Frontier Indicators

O i
2 2

38%

1 a1
2 2
3 3 3 3
4
Quality of Overall Institutions Human Capital & Innovation
Infrastructure Research
Frontier= Korea Frontier= Hungary Frontier= Korea Frontier= USA

(Global Competitiveness Index 2017)
1. Roads
2. Railroad infrastructure

(Product Market Regulation — OECD 2013)
1. Barriers to trade and
investment

(Global Innovation Index 2017)

1. Research & development
(R&D)

2. Tertiary education

3. Basic education

(Global Innovation Index 2017)

1. Knowledge creation
2. Knowledge diffusion

3. Port infrastructure
4. Air transport infra.

2. Barriers to entrepreneurship

3. State control 3. Knowledge impact

Pemerintah mendorong
kolaborasi perguruan
tinggi dengan industri

RPJMN, PSN, dan Proyek Paket Kebijakan Ekonomi
Prioritas infrastruktur dan Regulasi Lainnya



Prospek Perekonomian Jangka Menengah E

7
(7]

o)

5

5 High Income (S 12,736) baseline

= pesimis 2022

o

3 5,8-6,2%
P

O

CAPITAL HUMAN CAPITAL TFP

2017
P - M

AL i 3 Q-

i — L
Pertumbuhan PDB rendah SR Py Iy < 1T = T [ 12 /1 1) Inovasi Institusi
Biaya logistik tinggi
Ekspor commodity based
Ketergantungan impor
yang tinggi
Deindustrialisasi

STRONG

* Quality Roads * Research & * Knowledge * Barriers to

* Quality development creation trade and
Railroad (R&D) * Knowledge investment
infrastructure * Tertiary diffusion * Barriers to

SUSTAINABLE

Service deficit
Pembiayaan domestik
Kuantitas dan kualitas
pendidikan yang rendah
inovasi yang rendah
Banyak regulasi

* Quality Port education * Knowledge entre
infrastructure * Basic impact preneurship

* Quality Air Education * State control
transport infra.

BALANCE
GROWTH

REFORMASI STRUKTURAL

STABILITAS MAKROEKONOMI DAN SISTEM KEUANGAN



ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA



Arah Kebijakan Bank Indonesia (2)

Bank Indonesia secara konsisten menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan

makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk
menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan...

X

KEBIJAKAN MONETER

KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Stance Kebijakan: kebijakan moneter yang Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

terukur dan sesuai dengan upaya menjaga agar sesuai dengan fundamentalnya

inflasi dalam kisaran sasarannya, dan dengan tetap mendukung bekerjanya
mengendalikan defisit transaksi berjalan mekanisme pasar

pada tingkat yang aman

KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Diarahkan untuk memperkuat resiliensi sistem keuangan terhadap
risiko sistemik, melalui implementasi Macroprudential Liquidity
Buffer, penguatan Loan to Funding Ratio (LFR), Penerapan LTV

secara targeted, pengembangan UMKM dan implementasi blueprint
ekonomi dan keuangan syariah



Arah Kebijakan Bank Indonesia (3) 5

Bank Indonesia juga mendorong reformasi struktural dengan menempuh berbagai kebijakan
guna meningkatkan esisiensi perekonomian nasional...

—

€ KEBIJAKAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Diarahkan untuk membentuk ekosistem non tunai Memastikan uang rupiah layak edar dalam
yang saling terhubung, terjangkau, inovatif, jumlah yang cukup, dan pecahan yang sesuai,

kompetitif, serta melindungi penggunanya, melalui terdistribusi ke seluruh wilayah NKRI, serta
Gerbang Pembayaran Nasional, sinergi program melindungi masyarakat dari risiko uang palsu.

elektronifikasi dengan program pemerintah, dan
penerapan Aturan bagi pelaku Teknologi Finansial,
termasuk e-commerce

PENDALAMAN PASAR KEUANGAN “"EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan Mendorong implementasi blueprint ekonomi
dengan menyusun Strategi Nasional dan keuangan syariah dengan menggunakan
Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan tiga strategi: Pendalaman pasar keuangan
bersama otoritas terkait, serta meningkatkan syariah & penguatan keuangan syariah untuk
efisiensi melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pembiayaan, Pemberdayaan ekonomi syariah,
infrastruktur, dan mengembangkan instrumen serta Penguatan riset, asesmen, dan edukasi

jangka pendek serta lindung nilai valuta asing
sesuai kebutuhan pasar.



Arah Kebijakan Moneter




Arah Kebijakan Moneter =

Bank Indonesia akan terus menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai

dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya, dan mengendalikan defisit transaksi
berjalan pada tingkat yang aman...

Memperkuat Kebijakan nilai Upaya pendalaman
operasi moneter tukar pasar keuangan

Memperkuat OM untuk Menjaga stabilitas nilai tukar Penguatan regulasi,
memberikan ruang fleksibilitas rupiah agar sesuai dengan kelembagaan, infrastruktur, dan
pengelolaan likuiditas bank fundamentalnya dengan tetap mengembangkan instrumen
dalam mengelola likuiditas, yang mendukung bekerjanya jangka pendek serta lindung
selanjutnya akan membantu mekanisme pasar nilai valuta asing sesuai

terjaganya stabilitas suku bunga kebutuhan pasar

pasar uang



Penyempurnaan Kebijakan GWM Rata-Rata 2

Penyempurnaan kebijakan akan ditempuh dengan memperluas implementasi GWM Rata-rata
hingga mencakup GWM rupiah dan GWM valas baik bank konvensional maupun bank

syariah...

* Penyempurnaan juga akan ditempuh dengan menyesuaikan rasio dan memperpanjang masa

pemenuhan GWM Rata-rata.
* Penyempurnaan akan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan kondisi pasar

keuangan dan kesiapan perbankan.

TUJUAN GWM RATA-RATA

Memberi ruang
penempatan likuiditas
sehingga mendorong

PENDALAMAN
PASAR KEUANGAN

Memberi

FLEKSIBILITAS dalam

pengelolaan likuiditas
sehingga meningkatkan
efisiensi perbankan

MENGURANGI
VOLATILITAS

suku bunga di pasar uang

Pasca implementasi GWM rata-rata, unsur prudensial tetap terjaga dgn kombinasi supervisi dan ketentuan (a.l. CAR
dan LCR), penjaminan simpanan, dan fasilitas likuiditas bank sentral (a.l. FLI, LF)



Arah Kebijakan Nilai Tukar

Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya
dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar...

Memperkuat kerjasama bilateral untuk meningkatkan penyelesaian
transaksi perdagangan bilateral menggunakan Local Currency
Mengurangi Settlement (LCS), melalui:
ketergantungan pada mata * Pengembangan skema LCS yang difasilitasi oleh otoritas/bank
uang tertentu sentral seperti Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dan

skema LCS berbasis Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) yang
melibatkan peran otoritas dan sektor swasta

* Mengembangkan swap lindung nilai non dolar AS kepada Bl
dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan

Memperkuat mitigasi risiko Penyempurnaan pengaturan penerapan prinsip kehati-hatian dalam

korporasi non bank dalam pengelolaan ULN korporasi non bank, khususnya perluasan cakupan
melakukan pengelolaan ULN ULN

Mendorong bank domestik
untuk menyediakan Mendorong perbankan domestik menyediakan instrumen lindung

instrumen lindung nilai yang nilai yang lebih efisien bagi korporasi, antara lain melalui penggunaan
efisien bagi korporasi structured product seperti Call-Spread Options




Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Arah Kebijakan Ekonomi Syariah

-----
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Program Pendalaman Pasar Keuangan 2017

PENGATURAN DI PASAR UANG

Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar
Uang

} = PBI No.19/2/PBI/2017
= PADG No.19/7/PADG/2017

Penerbitan dan Transaksi Surat
Berharga Komersial di Pasar Uang

» PBI 19/9/PBIl/2017

» PADG 19/9/PADG/2017 tentang LPPU

Pengaturan Market Operator " Y
(On Progress) C X

STANDARISASI, RISET & ASESMEN

Penyempurnaan Pedoman SOP
} Hedging BUMN

> Analisis Kebijakan: Global Margining
Rule — PBI Margining Rule

} Kajian Supply Transaksi Derivative ~ V)

} Strategi Nasional Pengembangan

’ Pembentukan TF Central Clearing
Counterparty (CCP)

dan Pendalaman Pasar Keuangan o=

PENGATURAN DI PASAR VALAS

Ketentuan & Implementasi Local
Currency Settlement

. PBI No.19/11/PBI/2017
» PADG Ekstern

Pedoman Pelaksanaan
Penerbitan Jakarta Interbank
Spot Dollar Rate

PENGUATAN KREDIBILITAS PASAR

Sertifikasi Tresuri dan Penerapan
Kode Etik Pasar

} * PBI No.19/5/PBI/2017
* PADG No.19/5/PBIf2017

} Penyempurnaan Pricing Guideline
JIBOR (On Progress)

AN




Arah Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas
Jasa Keuangan dengan menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar

Keuangan...

* Serta meningkatkan efisiensi penguatan regulasi, kelembagaan, infrastruktur, dan
mengembangkan instrumen jangka pendek, seperti Surat Berharga Komersial (SBK) dan NCD serta

instrumen lindung nilai di pasar valuta asing yang sesuai kebutuhan pasar.

Penyusunan
Blueprint Strategi

Nasional
Pengembangan dan
Pendalaman Pasar
Keuangan (SN-
PPPK)

Penerbitan
Peraturan terkait
“Penyelenggara

Sarana Transaksi di
Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing
(Peraturan Market
Operator)

Inisiasi
Pembentukan
Lembaga Kliring
Transaksi Derivatif
Indonesia (Central
Clearing Counter-
party Derivative)

Mendorong
Implementasi Local
Currency
Settlement (LCS)




Penyusunan Strategi Nasional

Bank Indonesia senantiasa membangun sinergi dengan otoritas terkait untuk menciptakan
sumber-sumber pembiayaan ekonomi baru...

* Melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Bank
Indonesia, Kemeterian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan akan menyusun Strategi Nasional
Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)

e Melalui SN-PPPK untuk pertama kalinya Indonesia memiliki visi bersama dan program kerja terukur
menuju terbentuknya pasar keuangan Indonesia yang lebih kuat.

e Selain itu, ketiga otoritas memiliki Program Pendampingan bersama , untuk mendukung pembiayaan
program infrastruktur prioritas melalui pasar keuangan dalam bentuk debottlenecking solusi

SN-PPPK

elaborasi rencana kerja yang dibangun atas tiga pilar pengembangan,
meliputi:

©

Koordinasi kebijakan,
harmonisasi ketentuan, dan
edukasi

Pengembangan infrastruktur

pasar keuangan




Peran dalam Reformasi Struktural

Bank Indonesia sepenuhnya mendukung dan memfasilitasi reformasi struktural melalui
pembiayaan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan inisiasi pendalaman pasar

keuangan...
Infra-Bond & Instrumen
Sekuritisasi Aset Hedging

Mengembangkan
instrumen hedging
nilai tukar dan suku
bunga (a.l. CCS, IRS,

= Mendukung
penerbitan infra-bond
dan sekuritisasi aset
untuk pembiayaan

proyek infrastruktur CS0)

= Credit enhancement Memfasilitasi |
dan optimasi peIaKsanaan transaksi
pembiayaan pada g%d“anggeberapa
proyek Brownville (Penyusunan

SOP Hedging)

IDR Linked
Bond

»

Mendukung
penerbitan IDR-
Linked Bonds (Nasi
Gorengl Komodo
Bonds)

Inovasi dan alternatif
pembiayaan utnuk
proyek Jasa Marga

Skema PPP

5]

Mendukung skema
pembiayaan Public
Private Partnership
(PPP) untuk
pembiayaan
infrastuktur

Credit Enhancement

melalui skema risk
sharing



Arah Kebijakan: Ekonomi dan Keuangan Syariah

Mendorong Koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mengimplementasikan
blue print ekonomi dan keuangan syariah yang telah diluncurkan

Pendalaman Pasar
Keuangan syariah dan
Penguatan Keuangan

Syariah untuk pembiayaan

Pemberdayaan
Ekonomi Syariah

Penerbitan ketentuan NCD Syariah
Penerbitan instrumen keuangan syariah
berbasis wakaf

Penerbitan instrumen sukuk berbasis wakaf
& pembiayaan berbasis ISF

Pengembangan halal value chain
Dukungan pendirian kawasan ekonomi
syariah

Penguatan kelembagaan dan infrastruktur

Penguatan Riset,
Asesmen, dan Edukasi

pendukung termasuk pendirian WIIB

Akselerasi aktivasi sistem informasi zakat
dan wakaf

Penyusunan kurikulum ekonomi dan
keuangan syariah untuk berbagai jenjang
tingkat pendidikan

Dukungan pendirian International Awgaf
Institute



Arah Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan
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Arah Kebijakan Makroprudensial Kl

Kebijakan Makroprudensial tetap diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik melalui
penguatan likuiditas dan fungsi intermediasi perbankan ....

Implementasi

Likuidi
Makroprudential Liquidity Memperkuat Likuiditas

Sistem Perbankan

Buffer (MPLB)

Implementasi Rasio Memperkuat
Intermediasi Intermediasi Perbankan
Makroprudensial (RIMP) vang Berkualitas

Memperkuat
Intermediasi Perbankan
yang Berkualitas

Implementasi Loan to Value
(LTV) secara targeted




Makroprudential Liquidity Buffer - MPLB =

MPLB merupakan kebijakan yang mewajibkan bank untuk memelihara Surat-

surat Berharga (SSB) dengan prosentase tertentu dari DPK.
* Kebijakan ini akan menjadi macroprudential tools dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan
kondisi likuiditas di sistem keuangan.

SSB*). > % tertentu
+ DPK

/
A\ /

mm Boom/bust \ // *) SSB mencakup SSB yang dimiliki bank yang
Llarines . # Periode dapat direpokan ke Bl sesuai ketentuan
Perekonomian/ Persiapan Operasi Moneter. Akan diberikan fleksibilitas
Market Aktivasi dimana bagian tertentu dapat direpokan ke B
Target Boom//bust dan tetap diperhitungkan MLB.

== Likuiditas

Perekonomian/
Market



Rasio Intermediasi Makroprudensial - RIMP

RIMP merupakan bentuk penguatan dari Loan to Funding Ratio (LFR), dimana
RIMP juga mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan
dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga

RIMP = Loan+SSB yang Dimiliki oleh bank
=i Deposits+SSB yang Diterbitkan oleh bank

Macroprudential e e \' ------
Measures

Macroprudential

\ CE =
Range

optimal



Kebijakan LTV Secara Targeted il

Dalam rangka meningkatkan efektivitas instrumen makroprudensial maka akan
dipertimbangkan opsi untuk menerapkan Kebijakan LTV secara targeted untuk
memitigasi risiko terjadinya bubble sektor tertentu secara lebih spesifik

Implementasi Penyempurnaan
ketentuan dari 2012,

manajeman risiko menambahkan LTV maks 80% LTV maks 90%, &
bank konvensional Ruko dan Rukan, mempersempit
dlm menyalurakan serta transaksi dgn

tiering menjadi
KPR (LTV 70% utk mekanisme inden. 5%.

Pelonggaran dari Pelonggaran dari
tahun 2013, yaitu tahun 2015, yaitu

tipe > 70m2 ,rumah Cakupan diperluas
& apartemen) pada bank syariah.

Mengkaji Penerapan LTV secara targeted, antara lain:

* Pendekatan jenis properti
* Pendekatan tipe properti
* Pendekatan spasial



Arah Kebijakan UMKM

Sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, Bl turut
mendorong pengembangan UMKM a.l. untuk memperkuat pengendalian inflasi
dari sisi suplai....

L 2




Arah Kebijakan Sistem Pembayaran — Pengelolaan
Uang Rupiah
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Arah Kebijakan Sistem Pembayaran & Pengedaran
Uang Rupiah - SPPUR

Kebijakan SPPUR diarahkan pada upaya mendorong efisiensi perekonomian nasional, melalui
langkah-langkah penguatan kebijakan, baik pada area sistem pembayaran non tunai maupun
pengelolaan uang rupiah yang berpijak pada Blueprint SPPUR 2017-2024

Efisiensi Infrastruktur Blueprint Sistem
Pembayaran 2017-2024

Elektronifikasi

'Dukungan terhadap Digital Ekonomi

Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar

Nominal yg cukup, jenis pecahan yg sesuai, tepat
waktu, dan dalam kondisi yg layak edar

Fungsi Pengawasan




Ffisiensi Infrastruktur

Mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur
pembayaran ritel domestik di bawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Transaksi diproses secara domestik

HATICRAL PAYMIENT GATIWAY [MPG)

‘ I I-I

Lt AL FIELIVERY CHANMEL

DELIVERY CHARKEL l"'r!rﬂ"T
Ll
5 1 5T
KTIER
AT il g CRInm (HIIP-RASET)
CARD CAED CARD FAMINFY

On-Us

0% - 1,8%
Interkoneksi antar switch dan kewajiban

— \
koneksi bank dengan minimal 2 switch .

Branding domestik sebagai identitas nasional

Diselenggarakan oleh kelembagaan GPN
(Standar, Switching, Services)

T4 CRT
TP A R

WDALE EARKINC

Desember 2017

* logo nasional untuk
transaksi domestik
d| seluruh instrumen

& * Diluncurkan 4

GPN sebagai backbone transaksi
ritel nasional

* Memperkuat kelembagaan NPG
(penetapan lembaga standar UE dan
lembaga services beroperasi penuh)

@ ww“nomr.w.

3 GERBANG

}_ PEMB"YAR/\N ‘
*IN QIASI Bl g o 2 A
: W ?}a "

* Mengawal migrasi industri

* Pengembangan dan perluasan cakupan
(EBIPP, Standar QR Code, Kartu Kredit)



Elektronifikasi -

Memperkuat elektronifikasi yang diantaranya disinergikan dengan berbagai program
pemerintah dan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi
dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah

. Elektronifikasi jalan tol yang telah mencapai 98%

. . ) 4 ) y )
dari seluruh ruas tol nasional de i zjkzm J"/;:—)d:—)_{)llﬁ

. Penyaluran Bansos non tunai berupa PKH kepada

6 juta KPM dan BPNT kepada 1,2 juta KPM Moda Transportasi

Bantuan Sosial X
Interoperabilitas dan
| o e e N i », Perluasan PE':":!'aluran Qiy interkoneksi sistem
vt NECRROR  bantuan non tunai kepada pembayaran elektronik
3 ¢ 10 juta KPM untuk PKH dan terintegrasi antar moca
3.9 juta KPM untuk BPNT

Cash Management System
Me non-tunai kan berbagai
pembayaran dan belanja
pemenntah (al. Bantuan Desa,
Bantuan Operasional Sekolah)

Jalan Tol

Mendukung perluasan il
interkaneksi jalan tol TRt
melalui Implementasi ‘ ‘

Electronic Toll Collection
(ETC) dan Multi Lane
6 juta 1,2 juta Free Flow [MLFF)

Penerima Penerima




Ekonomi Digital =

Mendukung perkembangan teknologi dengan sinergi kebijakan yang baik antar otoritas
untuk membangun industri sistem pembayaran dan keuangan nasional yang sehat

* Bl merespon perkembangan TekFin melalui dua sisi secara berimbang baik, yaitu mendorong inovasi dan
dalam menjaga stabilitas perekonomian, yang dituangkan dalam penguatan rezim regulasi dan kelembagaan

« Regulasi tekfin diharapkan dapat mendorong laju inovasi yang dilakukan Penyelenggara TekFin dengan tetap
menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehati-hatian

STABILITAS INOVASI

Controlled

. . Environment
Menjaga Inowvasi keuangan e

yang mampu |'r|E|'|d4:Jrr:-r'!g produk
pertumbuhan ekonami inovatif

termasuk era ekonomi digital {(Regulatory
Sandbox)

Menjaga Stabilitas Moneter,
Stabilitas Sisterm Keuangan &
Stabilitas 5P yang mampu
memitigasi risiko serta aspek
perlindungan konsumen

Tools untuk
memantau

akan Kedepan

Prinsip Umum Ruang Lingkup  Kewajiban Pendaftaran

* Mengawal dan memperkuat

Perlindungan konsumen, Pendaftaran, = Penyelenggara Tekfin dalam . .
manajemen risiko dan  Regulatory Sandbox, bidang SP harus mendaftar ke Bl |mplementa5| pendaftaran
kehati-hatian Perizinan, » Penyelenggara Tekfin terdaftar Tekfin
Pemantauan & wajib melaporkan data transaksi
FengerEs % o * Implementasi Regulatory
B Sandbox
Virtual Curren APU PPT » Enforcement terhadap larangan
Penyelenggara Tekfin dilarang TekFin Harus menaati penggunaan Virtual currency

melakukan transaksi menggunakan VC ketentuan termasuk APLU PPT



Pengawasan SP

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang SPPUR, Bank
Indonesia akan terus memperkuat kerangka pengawasan berbasis risiko dan penegakan
hukum atas praktek bisnis ilegal

KUPVA BB FATF FATF dalam Mutual Evaluation menilai KUPVA dan
L . °
—_ PTD telah melaksanakan APU PPT sesuai rekomendasi
Sejak Maret 2017 hingga
November 2017, jumlah

KUPVA BB tidak berizin
yang telah ditertibkan
mencapai 916 KUPVA
BB tidak berizin dari
total 964 (95%)

Pada tahun 2016, BI
telah menertibkan 3
penyelenggara

transfer dana ilegal

Sebagian besar PTD
(82%) telah mene-
rapkan APU  PPT
dengan baik

Bl dinilai Cukup Efektif dalam

penerapan APU PPT. a

© .
' , a
A

SRA dinyatakan sound & reasonable,.
Pengawasan Bl cukup kuat,

Sudah menerapkan RBA (Risk Based
ViYslslgelelag)

Penyelenggara yang dijadikan sampel
dinilai sudah aware dan telah
menerapkan APU PPT.

Bl sudah memiliki mekanisme *
kerjasama internasional.

m

»
»
»

Penguatan Risk Based
Approach

Penerusan daftar dan
Pemeriksaan kepatuhan
DTTCT & Proliferasi

Penertiban PTD tidak berizin
dan expose di media massa

Kerjasama Internasional
untuk pertukaran informasi
money remittance

Penguatan kapasitas
(kompetensi dan sistem
informasi)



Penyediaan Uang Layak Edar =

Kedepan Bl akan terus memperluas jangkauan layanan kas guna memastikan

tersedianya uang Rupiah layak edar kepada seluruh masyarakat di seluruh
wilayah Indonesia

d‘b Arah Kebijakan Kedepan SINERGI
LAYANAN KAS

Menjaga pasokan
rupiah yang
berkualitas dan
penanggulangan
pemalsuan uang

Memperkuat
Sinergi
EVELELRLE

2

Standarisasi &
Pengawasan
Pengolahan
Uang (External)




Coverage Layanan Kas

Pada akhir tahun 2017, Bank Indonesia dapat menjangkau seluruh Kabupaten | Kota di
Indonesia, baik yang dilayani langsung oleh Bl maupun melalui layanan Kas Titipan.

20

Kalimantan

14

36
/ Sulampua

NEED

SULTENG SUEy

KEP. RIAU
KALBAR (Y _ GORONTALO

MALUT

[ PAPBAR
4

-
’ iKEP.BABEL KRS SULBAR 7
: - - KALSEL
SULTRA PAPUA
BENGKULY .
MALUKU
SULSEL
NG t
4 .

v DKI JAKARTA
3 3 BANTEN LR JATENG - 1 1
JATIM BALI / -
Sumatera B o N TR A )
o Bali Nusra

" -~

T

*) Labuha, Sumbawa, Buntok, Polewali Mandar, Liwa, Batu Raja, Bone, Kebumen, Manna, Kabanjahe, Putussibau, Pohuwato, Kudus, Subang, Bojonegoro, Poso,
Natuna, Madiun, Serui, Waikabubak, Cilacap, Pekalongan, Takengon, Kep. Meranti, Parigi Moutong, Nabire, Kandangan, Malinau, Lamandau, Subulussalam, Alor,
Ponorogo, Musi Banyuasin, Bitung , Namlea, Muko-Muko, Sarolangun, Murung Raya, Muna, Pasang Kayu, Kuala Kapuas, Melonguane, Kep. Sitaro, Sorong Selatan,
Pangandaran, Meulaboh, Saumlaki, Pasir Pangairan, Kisaran, Kuala Tungkal, Sumenep, Langkat, Morowali

**) memperhitungkan penutupan Kas Titipan Serang




Koordinasi Kebijakan




=
KOORDINASI KEBIJAKAN DI PUSAT DAN DAERAH

Kebijakan Bank Indonesia akan selalu dikoordinasikan dan diselaraskan dengan
pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

. =
Il o i

LEMBAGA BANK INDONESIA PEMERINTAH

NEGARA
m KEMENTERIAN KANTOR PUSAT DAN LEMBAGA
DAN LEMBAGA DAERAH KANTOR

. pEMERINTAH REGIONAL 0JK

2

0JK & LPS
STAKEHOLDERS STAKEHOLDERS
KOORDINASI

DI PUSAT M DI DAERAH

i Rp| i
PERBANKAN % KANTOR PERBANKAN

INSTITUSI PERWAKILAN DAN IKNB

ceusnGan =P NON.FNansiL  PAERAM

DAERAH

NON-FINANSIAL



PENGUATAN MEDIA KOORDINASI KEBIJAKAN

Media koordinasi dengan Pemerintah yang sudah ada akan terus diperkuat.

A - —-gfsl N = Round Table Policy Dialogue
o i A KOO EAM DA 1 (RTPD)
e 51 PUBLIK 5> NK'NDONESIAM(' = Tim Pengendalian Inflasi (TPI)
;;EkmN . dan Tim Pengendalian Inflasi
A0 ‘ Daerah (TPID)
= Rakor Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan
= © Bank Indonesia (Rakorpusda)
v = |nvestor Relation Unit (IRU) di
s o o CEPAT PEMBE EFISIENSI TATA NIAGA PANGAN MELALUI PENGUATAL, INERSTROKTR DAN | 3 Pusat dan Daerah
E 3 'TF"W-’“.‘.? ool = . g N = Komite Stabilitas Sistem
i * ﬂ,‘("? F T 7L Keuangan (KSSK)
| -5 ek e ' i » Forum Koordinasi
Pembiayaan Pembangunan
melalui Pasar Keuangan
(FKPPPK)
® Forum Sistem Pembayaran

Indonesia (FSPI)

Mendorong Strategi Kebijakan
jaga M

()

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2017




KOORDINASI KEBIJAKAN DALAM TATANAN INTERNASIONAL

Bank Indonesia akan terus mendukung Pemerintah untuk memperkuat posisi
Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional dan membangun
persepsi positif investor terhadap ekonomi Indonesia.

Bl juga akan terus memfasilitasi

L pelaksanaan dedicated team

Koordinasi terkait desain meeting sektor keuangan Penajaman fungsi hubungan
perjanjian perdagangan sebagai sarana koordinasi dan - jnyestor Bl di KPWDN (RIRU)
internasional yang memiliki kalibrasi posisi masing-masing dan KPWLN (GIRU)**,
strategi dan mekanisme intansi dalam FTA/CEPA. khususnya pada elemen
kerja yang komprehensif. ou 0N kelembagaan, strategi
\ﬁ?‘ hubungan investor, dan
diseminasi data/informasi.

Koordinasi dengan Pemerintah
dalam FTA/CEPA* untuk
mengamankan ruang
kebijakan dan menjaga
konsistensi komitmen
liberalisasi dengan arah
pengembangan sektor jasa
pembayaran.

Bl akan terus mendukung
Pemerintah dalam mendorong
perbaikan Sovereign Credit
Rating Indonesia, termasuk
memastikan terciptanya persepsi
positif terhadap perekonomian
Indonesia.

*) FTA = Free Trade Agreement; CEPA = Comprehensive Economic Partnership Agreement
**) RIRU = Regional Investor Relation Unit; GIRU = Global Investor Relation Unit
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